
S A  L I N A N  I  

Menimbang 

BUPATI SEKADAU 

PROVINS] KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPAT! SEKADAU 

NOMOR 50 TAHUN 2019  

TENT ANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

MELALUI APLIKASI S!PLAHW AS 

!NSPEKTORAT KABUPATEN SEKADAU 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan 

fungsional dan menunjang terwujudnya Penyelenggaraan 

Pemerintah yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN), maka setiap temuan hasil pengawasan 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), wajib 

ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit 

kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab Kegiatan; 

b. bahwa tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah tersebut sangat diperlukan dalam rangka 

memperbaiki manajemen pemerintahan, antara lain aspek 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SOM aparatur serta dasar 

penilaian kinerja pimpinan unit kerja agar suatu temuan yang 

sama tidak terulang kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Laporan dan 
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Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 

Sekadau. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Norn or 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 4344); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengeioiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisitem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negera Republik Indonesia Nomor 4890); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310 ) ;  

13 .  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 20 16 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daer ah 

Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2016 Nomor 6 ,  Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATl TENTANG STANDAR OPERASlONAL 

PROSED UR LAPORAN DAN Tl NOAK LANJUT HAS[L 

PEMERlKSAAN MELALUl APL!KASl SIPLAHWAS INSPEKTORAT 

KABUPATEN SEKADAU. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Sekadau ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Sekadau. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sekadau 

8. lnspektur adalah Inspektur Kabupaten Sekadau. 

9. Inspektorat adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Sekadau. 

10.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

1 1 .  Pimpinan Unit Kerja adalah merupakan obyek pemeriksaan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau. 

12 .  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang 

disusun oleh Tim Pemeriksa (APIP) terhadap kondisi saat Unit 

Kerja (auditi) dilakukan pemeriksaan. 

13 .  Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

dari pemeriksaannya, yang ditujukan kepada Kepala 
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SKPD/Kepala kelembagaan lainnya yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 

14. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut 

TLHP adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau. 

15. Pemantauan tindak lanjut atas basil pemeriksaan, adalah 

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh 

Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah 

melaksanakan rekomendasi basil pemeriksaan dalam 

tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 

16.  Sekretariat lnspektorat Kabupaten Sekadau Sebagai Tim 

Pemutakhiran Data/Tindak Lanjut Rekomendasi basil 

pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sekadau yang 

selanjutnya disebut Tim TLHP Inspektorat Kabupaten 

Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau 

untuk melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan lnspektorat Kabupaten Sekadau. 

17 .  Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan yang 

selanjutnya disebut SIPLAHW AS adalah system informasi 

yang menggunakan aplikasi elektronik digunakan untuk 

mengelola Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Inspektorat Kabupaten Sekadau. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan acuan dan kemudahan bagi Pimpinan Unit Kerja 

dalam menindaklanjuti basil pemeriksaan lnspektorat Kabupaten 

Sekadau. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tindak 

lanjut terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 

Sekadau mempunyai Standar Operasional Prosedur Laporan dan 
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Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lnspektorat Kabupaten Sekadau 

sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel. 

BAB III 

OBYEK DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah unit kerja yang 

menjadi obyek pemeriksaan APIP lnspektorat Kabupaten 

Sekadau, meiiputi : 

a. seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sekadau; 

b. seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sekadau; 

c. seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sekadau; 

d.  seluruh Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau; 

e. seluruh Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sekadau; dan 

f. seluruh Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sekadau. 

Pasal 5 

Ruang Lingkup Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Inspektorat Kabupaten Sekadau meliputi Rekomendasi : 

a. Sistem Pengendalian Intern; 

b. Pemeriksaan Administrasi Umum Pemerintahan; 

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan. 

BAB IV 

SUSUNAN TIM 

Pasal6 

( 1 )  Susunan Tim Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 

Sekadau, Sebagai berikut: 
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a. Inspektur Kabupaten Sekadau sebagai Penanggungjawab; 

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III sebagai Wakil 

Penanggungjawab; 

c. Auditor/P2UPD/ Audiwan sebagai Pengendali Teknis, Ketua 

Tim, Operator/user. 

(2) Susunan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 

Kabupaten Sekadau, sebagai berikut : 

d. Sekretaris Daerah Kabupaten sekadau Sebagai Pembina; 

e. lnspektur Kabupaten Sekadau sebagai Penanggungjawab; 

f. Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III 

lnspektorat Ka bu paten Sekadau Sebagai Wakil 

Penanggungjawab; 

g. Kepala Sub Bagian Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan 

Inspektorat Kabupaten Sekadau sebagai Ketua Tim; 

h. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat 

Kabupaten Sekadau sebagai Anggota Tim. 

(3) Susunan tim sebagaimana ayat ( 1 )  dan ayat (2) tercantum Dalam 

lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL 

PEMERIKSAAN MELALUI APLIKASI SIPLAHW AS 

Bagian Kesatu 

LAPORAN HASIL PEMERJKSAAN 

Pasal 7 

(1 )  Inspektorat Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan, melakukan pemeriksaan terhadap Unit Kerja 

(2) Inspektorat Kabupaten Sekadau dalam melakukan pemeriksaan 

pada Unit Kerja membuat Laporan Hasil Pemeriksaan 

(3) Inspektorat Kabupaten Sekadau menyampaikan Laporan Hasil 

Pemeriksaan kepada Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa untuk 

ditindaklanjuti melalui Sekretariat Inspektorat Kabupaten 

Sekadau selaku Tim Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan menggunakan Aplikasi SIPLAHWAS. 
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Bagian Kedua 

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

Pasal 8 

(1 )  Pimpinan Unit Kerja setelah menerima Laporan Hasil 

Pemeriksaan wajib menindaklajuti rekomendasi hasil 

pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Laporan 

Hasil Pemeriksaan diterima; 

(2) Hasil Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Jnspektur 

Kabupaten Sekadau. 

Pasal9 

( 1 )  Inspektur Kabupaten Sekadau setelah menerima Hasil tindak 

lanjut dari pimpinan unit kerja melalui Sekretariat Inspektorat 

selaku Tim TLHP, melakukan verifikasi untuk menilai / 

menguji: 

a. Kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi; 

b. Kelengkapan, kebenaran dan keabsahan 

pendukung pelaksanaan tindak lanjut; 

c. Kebenaran dan/atau ketepatan hasil pemeriksaan. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi, Tim TLHP Inspektorat 

Kabupaten Sekadau menetapkan status penyelesaian tindak 

lanjut hasil pemeriksaannya: 

a. Sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai (S); 

b. Dalam proses penyelesaian (DP); 

c. Belum ditindaklanjuti (B). 

(3) Inspektur Kabupaten Sekadau menyampaikan hasil verifikasi 

penyelesaian tindak lanjut kepada Bupati dengan tembusan 

Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa. 

Pasal 10 

( 1 )  Inspektur Kabupaten Sekadau memberikan Surat Peringatan 

Pertama kepada Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa apabila 

tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum 

diselesaikan. 
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(2) Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  wajib menyelesaikan tindak Ianjut paling Iambat 

1 (satu) bu Ian setelah diterimanya surat peringatan pertama. 

(3) Inspektur Kabupaten Sekadau memberikan surat peringatan 

kedua kepada Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa apabila 

pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) belum diselesaikan. 

(4) Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) wajib menyelesaikan tindak lanjut dan 

menyampaikan Laporan paling lambat 1 5  (lima belas) hari 

setelah diterimanya surat peringatan kedua. 

(5) Inspektur Kabupaten Sekadau memberikan surat peringatan 

ketiga kepada Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa apabila 

pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) belum diselesaikan. 

Bagian Ketiga 

MONITORING 

Pasal 1 1  

(1 )  Untuk mempercepat pelaksanaan tindak Ianjut, Sekretariat 

lnspektorat Kabupaten Sekadau selaku Tim TLHP melakukan 

monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 

belum ditindaklanjuti atau dalam proses penyelesaian. 

(2) Monitoring tindak Ianjut hasil pemeriksaan dapat 

berbentuk : 

a. Verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; 

b. Konsultasi penyelesaian tindak lanjut; 

c. Dan/atau bimbingan teknis penyelesaian tindak lanjut. 

(3) Tim TLHP Inspektorat Kabupaten Sekadau menyusun 

Laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak lanjut. 

(4) Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut 

disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Sekadau melalui 

Sekretaris lnspektorat Kabupaten Sekadau. 

(5) lnspektur Kabupaten Sekadau menyampaikan hasil 

Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut kepada Bupati dengan 

tembusan Pimpinan Unit Kerja yang diperiksa. 
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Bagian Keempat 

AUDIT INVESTlGASl 

Pasal 12 

lnspektur Kabupaten Sekadau dapat melakukan audit investigasi 

pada Unit Kerja yang belum menyelesaikan tindak lanjut setelah 

15 (lima belas) hari menerima peringatan ketiga. 

Pasal 13 

( 1 )  Hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang 

berindikasi tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada aparat 

penegak hukum setelah rnendapat ijin Bupati Sekadau. 

(2) Hasil investigasi yang bukan tindak pidana korupsi dan 

bersifat administratif dilimpahkan kepada Tim Penyelesaian 

Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Sekadau sebagai bahan 

pertimbangan Bupati untuk menjatuhkan putusan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

SANKS! 

Pasal 14 

Pimpinan dan/atau pejabat pada satuan kerja yang tidak 

melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dikenai sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB Vil 

PEMBIAYAAN 

Pasal 15 

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini 

dibebankan kepada APBD Kabupaten Sekadau. 
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,--------------------------- - - - - - - - - -  

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 

pada tanggal 2 8 November 201 9 

BUPAT! SEKADAU, 
TTD 

RUPINUS 
Diundangkan di Sekadau 
Pada tanggal 28 November 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 
TTD 

ZAKARIA 
SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 50 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAG IAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

AD�/ 
Pembina (IV /a) NIP. 19810910 200803 1 001 
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LAMPIRAN I I :  PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR : 50 TAHUN 2019 
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR LAPORAN DAN TINDAK 
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
MELALUI APLIKASI SIPLAHW AS 
TNSPEKTORAT KABUPATEN 
SEKADAU 

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
INSPEKTORAT KABUPATEN SEKADAU 

NO JABATAN POKOK JABATAN DALAM TUGAS DALAM TIM 
TIM 

Memberikan pembinaan dalam 
1 Sekretaris Daerah Pembina Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat 
Kabupaten Sekadau 

1) Memberikan arah kebijakan 
Tindak Lan jut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat 
Kabupaten Sekadau 

2 Inspektur Penanggungjawab 
2) Monitoring Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

3) Mereviu hasil Tindak Lanjut dari 
Ketua Tim 

( 1) Mem berikan arah kebijakan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat 
Kabupaten Sekadau 

3 Sekretaris Wakil 
Inspektorat Penanggungjawab (2) Monitoring Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

(3) Mereviu hasil Tindak Lanjut dari 
Ketua Tim 

( 1) Mem berikan arah kebijakan 
Tindak Lan jut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat 

Inspektur Kabupaten Sekadau 
Wakil Pembantu Wilayah Penanggungjawab (2) Monitoring Tindak Lanjut Hasil I, II dan III 

Pemeriksaan 

(3) Mereviu hasil Tindak Lanjut dari 
Ketua Tim 

( 1 )  Mengecek keabsahan dokumen 
LHP dan TLHP Inspektorat 
Kabupaten Sekadau 

Kepala Sub Bagian 
Ketua Tim 4 Aparatur, Evaluasi (2) Membuat draf Berita Acara dan Pelaporan �enyelesaian Tindak Lanjut 

asil Pemeriksaan bagi auditi 
k$ sudah melakukan Tindak 

njut 

- 1 3 -  



(3) Menyampaikan Rekapitulasi 
Tindak Lanjut kepada Inspektur 
dan Sekretaris 

( 1 )  Men
6

am�aikan LHP dan PPHP 
ke bye Pemeriksaan (auditi) 
men�nakan Aplikasi SIPLA WAS, menerima dan 
memverifikasi L THP dari Audi ti 

(2) Menrrim LHP dan PPHP ke 
Obri / Auditi melalui 1;£1ikasi SIPLAHW AS engan 
memberikan akun 

(3) Mendokumentasikan LHP dan 
PPHP kan\ diterima dari Tim Pemeri sa e dalam file khusus 

Analis Monitoring, untuk arsip 
An,ota Tim 5 Evaluasi dan (Admin IPLAHW AS) (4) Memverifikasi Tindak Lanjut Pelaporan dari obrik/ auditi apakah sesuai 

rekomendasi a tau tidak, 
berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa 

(5) Menetapkan status temuan 
Hasil Pemeriksaan apakah 
Sudah ditindaklanjuti (S), 
Belum ditindaklanjuti (8) atau 
masih Dalam Proses (DP) 

(6) Meny�aikan Laporan 
Pemut iran Data kepada Ke pal a Sub Bagi an Aparatur, 
Evaluasi dan Pelaporan 

BUPATI SEKADAU, 

TID 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

ADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 
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RUPINUS, 



LAMPIRAN III 
NOMOR 
TENTANG 

: PERATURAN BUPATI SEKADAU 
: 50 TAHUN 2019 
: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN MELALUI APLIKASI 
SIPLAHWAS INSPEKTORAT 
KABUPATEN SEKADAU 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN SEKADAU 

NO TAHAP WAKTU 

Tim Pemeriksa (Auditor, P2UPD, Audiwan) menyusun dan menyampaikan 

1 
LHP dan PPHP kepada Kepala Sub Bagian Aparatur, Evaluasi dan 

7 hari Pela po ran baik berupa fisik dokumen maupun inputan ke Aplikasi 
SIPLAHWAS 
Kepala Sub Bagian Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan mengecek keabsahan 

2 dokumen seperti Nomor LHP, tanda tangan Inspektur, Pengendali Teknis, 15 menit 

Ketua Tim dan hal-hal lain yang terkait keabsahan LHP 

3 Admin (pengelola) mengirim LHP dan PPHP ke Pimpinan Unit Kerja melalui 
30 menit Aolikasi SIPLAHWAS denaan memberikan akun 

4 Admin (pengelola) mendokumentasikan LHP dan PPHP yang diterima dari 
15 Merrit 

Tim Pemeriksa ke dalam file khusus untuk arsip 

5 
Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti Has ii Pemeriksaan sesuai 

15 hari rekomendasi dalam PPHP disamoaikan ke Admin Zpenzelola LHP dan TLHP 

6 Admin (pengelola) memverifikasi Tindak Lanjut dari obrik/auditi apakah 
90 menit sesuai rekomendasi atau tidak, berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa 

Admin (pengelola) menetapkan status temuan Hasil Pemeriksaan apakah 
7 Sudah ditindaklanjuti (S), Belum ditindaklanjuti (8) atau masih Dalam 10 menit 

Proses IDP) 

8 
Admin (pengelola) menyampaikan Laporan Pemutakhiran Data kepada 

60 menit Kepala Sub Bagian Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan 

Kepala Sub Bagian Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan membuat draf Serita 
9 Acara penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bagi auditi yang 30 menit 

sudah melakukan Tindak Laniut 

10 
Kepala Sub Bagian Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan menyampaikan 

15 menit Rekaoitulasi Tindak Lanjut kepada Inspektur dan Sekretaris 

1 1  
Inspektur, Sekreatris dan Inspektur Pembantu Wilayah melakukan 

30 menit Monitoring Tindak Laniut Hasil Pemeriksaan 

12 
Inspektur memberikan Surat Peringatan kepada Unit Kerja yang belum 

60 hari menindaklaniuti LHP 

13 Bupati menerima Laporan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
dari Inspektur 60 hari 

14 Buoati menzambil kebiiakan untuk proses selaniutnva 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

rus, SH 
embina (IV/a) 

NIP. 19810910 200803 1 001 

- 1 5 -  

BUPATI SEKADAU, 

TIO 

RUP!NUS, 



1-'ERATURAN DUPATI SE::KAOAU NOMOR 
. 50TI\JIUN 2019 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAP()RAN DAN TINDAK LANJUT HASII, 
PEMERIKSAAN MELA.LUI APLIKASI SlPLAHWAS INSPEKTORAT h.ABUPATEN SEKADAU 

DIAGRAM AUR lAPORAN DAN TlNDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT kABUPAn:N SEKAOAU 

Pelaksana Mutu Baku 

No. Ak1lvltJ� Tim Pemerlksa Kasubbag. Aparatur, Pengelola LIIP dan lnspektur/ Keterangan 
(Audltor/P?UPD/Au Evaluasl dan TLHP Obrlk Sekretarls/ Bupatl Kelengkapan Waktu Output 

__ dlwan) ___________!elaporan lrbanwll 
f- - �u�un tlan mcnyampalkan J.llP tl.m P211P dakun hcntuk hartl ------ � - 

... 
flslk U!P dan PPIII', Sofkopy Hardropy dJn Softcopy Dokumcn 

I copy dan �oft copy mclalul Apllk..1,;I SIPI.Al!WAS Liii' dan PPIIP, Komputer, 7 hart I.HP tlan l'PHI' Scan er 
Mengccek keabsahan I.HP dan P211P yang mamk halk yang berupa I 11.ardcopy dan Softcopy Hard.copy dan Softcopy Dokumen 

' 
hard copy maupun lnputan d! 51Pl.AHWAS sehetum dlklrim ke 

Ookumen LIIP dan PPHP !Smcnlt 
LIIP dan PPHP 

Obrik 
>--- r------- � - - 

- Menglrlm l.l!Pd.m PPllP yang sudah ab,;.1h ke Obrlk/Audltl 

• 
Kompuler, Koneksl 

30 menll Liii' dan PPlll' 

' 
SIPLAHWAS 

Mengarslpkan l.111' d.,111 Pl'HI' yang dllerlma ke dalam file khusus 

I Lemarl An1p !Smenlt Arsip Lill' dan PPIIP 

" 
Ookumen Tindak LanJut, 

' 
Menlnd,tkJ.lll)Utl !la�11 Pemcrtksa.m Komputer, Scaner, Koneksl IS harl 

Tlndak Lanjut Temuan lla�il 

' 
SIPI.AllW/\S 

Pemeriksaan 

Memvertfikasl Dokumcn l'indak Lanjut agar St'�u.al Rekomcndasi 
I Dokwnen Tlndak Lanjut, 

Komputcr, Koneksl 100 menlt 
Data 11ndak Lanjut Hasil 

Menetapkan status penyelesalan Tindak LanJut apakah Sctesar Pcmeriksaan 
5 (SJ, Bclum (H) atau Datam Preses (DP) SIPI.AHWAS 

Mcnyamp.alkan Laporan l'l·mutakhlran Data kepada Kepala Sub 
Komputer, Printer. Koncksl llaglan Apar.itur, Evaluas! dsn l'elaporan 
Sll'I.AIIW/\S, Oata,ATK 

60 mcnlt D.itl Tind•k UlnJUt H.ull Pemt'fiku•n 

Membuut Drat DA Penyelcsalan ·n.llP bag! Unlt Kcrj.a yanc sudah 
mclakukan TI. 

• 
Komputer, Printer, Koncksl 

6 45 menit \lekapltulasl Data TimLtk LanJut 
Menyamp.alkan Relupl!uLhl Tim!Jk Lanjut kepada lnspektur dan Sll'I.AIIWA.\ Dara, ATK 
Sckrct.lris 

Melakukan monltorlng rcrhadap Tl.Ill' (Ian Unll Kerja yang 
I 

7 
dlpertksa 

-· 
Komputer, Koneksl 

60 hari Hastl Monitoring clan Surat 
Membertkan Surat Peringatan kepada Unit Kerj.i yang belwn SIPI.AIIWAS, Data Pertngatan 
menlndaklanJuti UIP 

Menerlm.t Laporan penyelcsalan 11ndak Lanjut Jlasll 
I l.aporan/Data Rekapllutasl JIJ..Jl Monlluring dan Surat 

8 Pemertkcaan dart [nspektur 
60 "'" Mengambll kcbljakan untuk proses selanJutuy,1. 

TUii' Perlnga1an 
I 

LAMPI RAN IV : 

NOMOR 
TENT ANG 

Kolunl No.; rnerupakan stmbol angka yang menJela\kan urutan keglat:m dalam SOP dtnsaksud. 
Kol om Aktlv!la�; mcrupakan urulan keglatnn yang dllakukan pelaksan.a bersangkut.m datam suatu proses SOP. Harus dllsl dengan k.aUrnat aktll. 
Kolom Pel.11ks.11n.11; merupakan pih•k-pihak y,11ng terlibal dalam pelakun.ia.11ri SOP dimahud 
!Colom Kelengkap.an pada Mutu S..ku; me,upakan temp.at dijel•l>kanny,11 dokumen, peocatatan atau apapun bentukdokumen yang membsari {mutlak •d.i) d,l.ikunakannya kegiatan oleh �k�n• terk.11it tangungjaw.11bny.11. 

Kolom Waktu pada Mul\J 8.aku; merup.akan s.itu.11n waktu m.11bimal v•ng h•rus dic.11p;1i dalam pel.11ks.inun �uatu kegiatin (pr=) SOP 

!Colom Output pad• Mutu Baku; merupaho ha�! ying harus dic.ap.ai d.iri �tu kegiatan (proses) y.11ng d1lakukan pelaksan.11 bers.ngkutln 
!Colom Keterang•n; merupak,11n temp.at dim.Jna dijelaks..nnya haHt.111 y.11ng perlu d1tambahkan terkait su•tu kegiatan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

Pembina (IV/a) 

NIP. 1981CJ9!0 200803 I 001 

BUPATI SEKADAU, 

'ITD 

RUP!NUS 


